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A. Pendahuluan 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai lembaga representasi 

masyarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapkan wakil-wakilnya 

yang duduk di parlemen berkualitas yang didukung moralitas dan mentalitas yang tinggi 

sehingga mampu menangkap signal perubahan di masyarakat maupun arah kebijakan 

Daerah. Sikap yang kritis, inovatif dan produktif sangat diperlukan agar rancangan 

peraturan-peraturan dan kebijakan bersama dengan kepala daerah sesuai harapan 

masyarakat yang diwakilinya. Disamping Pemerintah daerah, DPRD mempunyai fungsi 

legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya sehubungan dengan fungsinya tersebut 

DPRD memiliki tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban baik itu secara institusional 

maupun individual. 

DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah, karena di era otonomi daerah pemerintahan daerah dihadapkan pada berbagai 

tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. 

Selanjutnya salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD adalah fungsi pengawasan 

selain fungsi legislasi dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka 

representasi rakyat di baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Dalam rangka 

menyamakan pemahaman dan meningkatkan wawasan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, 

wewenang, hak dan kewajiban DPRD maka seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang 

tersebut, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. 

Perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) yang 

mengutamakan partisipasi masyarakat, memberikan peran penting DPRD sebagai wakil 

rakyat dalam proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam APBD dapat 

diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan 

dan penganggaran. Masyarakat sering tidak puas dengan kinerja APBD dan keluhan 

masyarakat sering terjadi terhadap ketimpangan antara pengeluaran belanja pemerintah 

dan alokasi anggaran untuk publik. Persoalan perencanaan penganggaran sangat penting 

untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai 

keberpihakan terhadap masyarakat. 

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (good 

governance), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang 

tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam 

pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan 

otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan diberikan kepada daerah 

untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi 

kesejahteraan masyarakat. Di era desentralisasi dan demokrasi seperti ini memberi ruang 

dan peran DPRD yang semakin besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa. 
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B. Dasar Hukum 

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang – Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah 

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD). 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

5. Surat Ijin Nomor 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 dari Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI yang telah diperbaharui dengan Surat Ijin 

Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas 

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. 

6. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

 

C. Maksud dan Tujuan  

1. Memberikan  sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi 

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas 

anggota legislatif yang berlaku  saat ini. 

2. Membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota 

legislatif yang merupakan wakil rakyat. 

3. Meningkatakan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya 

Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD. 

4. Mempersiapkan peserta dalam memposisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai 

trias politika, new public management dan good governance. 

5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRD 

dan Anggota Sekretariat DPRD agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan 

berkompeten di lingkungan DPRD dan pemerintahan Daerah. 
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D. Waktu dan Tempat  
 

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 4 

(empat) hari, terhitung mulai tanggal 05 sampai dengan 08 November 2025, di Hotel Grand 

Karlita Purwokerto – Banyumas. 

Hari Tanggal Tempat 

Rabu – Sabtu 05 s.d 08 November 2025 
Hotel Grand Karlita 

Purwokerto - Banyumas 

 

E. Penyelenggara  

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI. 

 

F. Peserta 
 

Sesuai dengan tujuan diadakannya Bimbingan Teknis ini maka peserta adalah pihak-

pihak yang berkepentingan dan terlibat yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

Purbalingga dengan jumlah 49 orang. 

  

G. Tema dan Materi 

Tema : “Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan 

Penganggaran dan Pengawasan APBD 2026 yang Efektif dan Akuntabel” 

 
Materi : 

1. Penganggaran dan Pengawasan APBD TA 2026 Berdasarkan Permendagri No. 14 

Tahun 2025 

2. Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 

3. Personal Branding dan Personal Grooming 

4. Focus Group Discussion (FGD) 

 

H. Anggaran 

Biaya keikutsertaan Bimbingan Teknis setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 

6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga TA 2025. 
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JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS 
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA 

 

Tanggal 05 s.d.  08 November 2025| Hotel  “Grand Kar l i ta” Purwokerto  
 

Hari/Tanggal : Rabu, 05 November 2025 
Waktu Materi/Kegiatan JP Narasumber/Fasilitator 

14.00 – 18.00 Chek – In & Registrasi Peserta - Panitia & Peserta 

18.00 – 21.00 Makan Malam - Panitia & Peserta 

21.00 - Istirahat - Panitia & Peserta 

 
 

Hari/Tanggal : Kamis, 06 November 2025 

Waktu Materi/Kegiatan JP Narasumber/Fasilitator 

06.00 – 07.30 Makan Pagi - Panitia & Peserta 

07.30 - 08.00 UPACARA PEMBUKAAN : 
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan 

Indonesia Raya 

- Sambutan Rektor Universitas AKI 

- Sambutan Ketua DPRD Kab. 
Purbalingga  

- Penutup 
 

 

- 
Universitas AKI 

Ketua DPRD 

08.00 – 11.45 Materi 1 :  
Penganggaran dan Pengawasan APBD TA 
2026 Berdasarkan Permendagri No. 14 
Tahun 2025 
 

5 
 

Tim Ahli Kemendagri 
 

11.45 – 13.30 Istirahat – Makan Siang - Panitia & Peserta 

13.30 – 17.15 

 

Materi 2 : 
Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan 
Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 
2026 

5 
 

Tim Ahli Kemendagri 
 

 

 

Hari/Tanggal : Jum’at, 07 November 2025 
Waktu Materi/Kegiatan JP Narasumber/Fasilitator 

06.00 – 08.00 Makan Pagi - Panitia & Peserta 

08.00 – 11.45 Materi 3 :  
Personal Branding dan Personal Grooming 
 

5 
 

Profesional Trainer 
 

11.45 – 13.30 Istirahat – Makan Siang - Panitia & Peserta 

13.30 – 17.15 Materi 4 : 

Focus Group Discussion (FGD) 
 

 

5 Pimpinan DPRD 
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Hari/Tanggal : Sabtu, 08 November 2025 
Waktu Materi/Kegiatan JP Narasumber/Fasilitator 

06.00 – 09.00 Makan Pagi - Panitia & Peserta 

09.00 – 11.00 Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi 
Kegiatan 
PENUTUPAN 
 

- 
 

Pimpinan DPRD 
Universitas AKI 

11.00 – 12.00 Check  Out   - Panitia & Peserta 
 

* Note :  
  JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit) 
  Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan 
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